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PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2026

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH

DENGAN
YAYASAN RUMAH HUKUM TADULAKO
NOMOR : W.24. HN.04.03-770

Pada har ini Rabu tanggal 16 bulan April tahun 2025 bertempat di Kantor

Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Kami yang bertanda tangan di bawah
ind ;

L Mama . Rakhmat Renalkdy
Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementarian Hukum Sulawes! Tengah
Alamat JI. Dewi Sartika Mo, 23 Palu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menter Hukum, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU,

I, Mama Moh. Rivaldy Prasetyo
Jabatan . Direktur/Ketua Yayasan Rumah Hukum Tadulako
Alamat JI. Kampali RT 001 RW 001 Kelurghan Kampal Kecamatan

Parigi Kabupatan Parigi Moutong
Dalam hal inl bertindak untuk dan atas nama Yayasan Rumah Hukum Tadulako,
seanjutnys discbut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA
PIHAK terebih dahulu manjelaskan

a. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Fengguna Anggaran pada
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah

b.  PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan lembaga bantuan hukum atau
organisasi kemasyarakatan yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagal Pemberi
Bantuan Hukum periode tahun 2025 s.d. 2027 berdasarkan Keputusan Menter
Hukum MNomor MHH-5HN.04.03 Tahun 2024 fentang Lembaga/Crganisas|
Santuan Hukum yang Lulus Verffikasi dan Akroditasi sebacai Pember Bantuan
Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor
M. HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang
Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode



Tahun 2025 s.d. 2027, dengan status akreditasi C.

Dengan memperhatikan: kolontuan peraturan perundang-undongsn yong borlaku

sebagai benkut:

i

Ja

10

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Megara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4288);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonasia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5248);

Undang-Undang Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Megara Republik Indonesig
Tahun 2024 Nomor 228);

Poroiuran Pemerintch Momor 42 Tahun 2042 ‘eniong Syarat don Tolc Cam
Femberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5421);

Peraturan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Momor 42
Tahun 2013 tentang Svarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor §16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Rl Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Peraluran Pelakeanaan Peraturan Pemerintah Momsor 42 Tahun 2042 tentong
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaiuran Dana Bantuan
Hukum (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomer 2130);

Peraturan Menter Keuangan Republik Indonesia Nomor §2 Tahun 2024 tentang
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indenesia
Tahun 2024 Nomor 901);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asssi Manusia Republik Indonesia Nomer 4
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);

Peraturan Menten Hukum Republik Indonesia Momor 1 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2034 Momer BA3):

Peraturan Menteri Hukum Repubiik indonesia Nomor 2 Tahun 20324 tertang
Crganisasi dan Tata Kefga Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Momar 812),

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi
dan Non Litigasi:

Keputusan Menterd Hukum Nomor MHH-5HN.04.03 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagal
Pember Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027

Keputusan Mented Hukum Nomor M HH-6HN.04.03 Tahun 2024 tentang
Lembapga/Orpanisasi Bantuan Hukum yang Tarearifikast dan Terabrediltas! Kambali
sebagai Pemben Bantuan Hukum Perode Tahun 2025 s.d. 2027

Fetunjuk Pelaksanaan Kepalzs BPHN MNomor PHN HM.04.03-810 Tzhun 2023
tentang Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum;

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Kantor Wilayah




Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah Revisi ke 01 Nomor : SP DIPA-
135.11.2.683116/2025 Tanggal 21 Februan 2025

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan
menandatangani Perjanjian Pelak=zanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025,
dengan ketentuan sebagai berikut -

L=
[E

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalan'n Perjanjian Peiaksanaan Bantuan Hukum ini yang dimaksud dengan:

g |

(2)

Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPHN adalah unit
kana pada Kementerian Hukum salaky Penyelenggara Bantuan Hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum adalah unit vertikal pada Kementerian Hukum
yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang bantuan hukum di daerah,
Fanitia Pengawas Pusat yang selanjutnya disebut Panwaspus adalah unit kerda
khusus di bawm‘u koordinasi Badan Pembinaan Hukum MNasional yang memiliki
higes dan NRngst pengaEwWEsEn, pemamsusn dan  ovaluasi lemnaoap
penyalenggaraan bantuan hukum,

Fanitia Pengawas Dasrah yang selanjutnya disebut Panwasda adalah unit kerja
khusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang memiliki
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan bantuan hukum di dasrah.

Standar Layanan Bantuan Hukum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum.

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan bantuan hukum baik
secara berkala maupun insidentil yang dilakukan secara langsung maupun tidak
langsung agar sesual dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-
LA T SR |

Evaluasi agalan penilaian atau pengukuran dalam rangka perbaikan peiaksanaan
bantuan hukum,

Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum
adalah sistem pelayanan adminisirasi bantuan hukum secara elektronik yang
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum MNasional untuk menunjang
pelaksanaan pemberian bantuan hukum

Hari adalah hari kerja.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Fasal 2

Parjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dimaksudkan sebagal dasar
pelaksanaan bantuan hukum yang penganggarannya bersumber dar Anggaran
Pandapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025,

Perjanjan Pelaksanaan Bantuan Hukum ini bertujuan untuk memberikan
kepastian pamberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang
miskin dan penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum
di Provingi Sulawesi Tengah.



BAB (il
RUANG LINGKUP

Paszal 3

Ruang lingkup Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini meliputi |

a.

a.

Femberan Bantuan Hukum Litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata
Usaha Negara, pada tahap :

11 Menyidikan/'Cugatan/Memenksaan Mendahuluan;

2) Persidangan di Pengadilan Tingkat |

3) Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding :

4) Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi; dan/atau

3) Peninjauan Kembali

Femberian Bantuan Hukum Non Litigasi dalam kegiatan

1) Penyuluhan Hukum:

2}  Konsuttasi Hukum;

3]  Invesligasi Kasus, baik secara slektronik maupun nonelektronik:

4) Penalitian Hukum;

&) Mediasi;

€} MNcgosaasi

7} Pemberdayaan Masyarakat:

8) Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau

8) Drafting dokumen hukum.

Hak dan kewajiban, jangka waktu, mekanisme penyelesalan perselisihan,
penanjian pelaksanaan Bantuan Hukum tambahan (addendum), sanksi, dan
keadaan kahar (farce majeurs)

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Paozal 4
Hak dan Kewajiban PARA FIHAK sebagai berikut:
PIHAK KESATU
1)  Hak:

a) Menyimpan, mengedarkan, menggandakan dan/atau mempublikasikan
dokumen hasil pemberian bantuan hukum:
b} Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi apabila PIHAK KEDUA

melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Pelaksanaan Bartuan
Hukum ini.
Z) Kewajiban:

a) Menyalukan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang akan
dilaksanakan sieh PIHAK KEDUA sesuni dansan kobiialan pamariniah
dan peraturan perundang-undangan;

b} Memfasiitasi proses pencairan anggaran bantuan hukum berdasarkan
hasil pekerjaan yang tefah dilaksanakan oleh PIHAK KEDLUA!

c) Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan bantuan hukum,



b. PIHAK KEDUA

(1)

(2)

(3]

(4)

1} Hak:
Mengajukan tagihan jasa atau pencairan anggaran pemberian bantuan
hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin kepada PIHAK
KESATU berdasarkan hasil pekerjaan malalui Sidbankum.

2] Kewajban

a) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok
GifEng misan GENgaN SebSi-bannya Sosuli dengan siandar layanan
bantuan hukum dalam ruang lingkup pekeraan yang diatur pada
Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.

B} Memberkan laporan semua pelaksanaan dan anggaran bantuan hukum
secara akuntabel kepada PIHAK KESATU secara berkala sesual
dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan,

c}  Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran  bantuan
fukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5
{lima) hari setelah pekerjaan salesal (untuk kegiatan nonlitigasi).

d} Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan
hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5
wine) nan sslelah pekojsen sclesal sty dokumen ponangonan
perkara ditenma (untuk kegiatan litigasi).

BABV
ANGGARAN BANTUAN HUKLUM

Pasal 5
PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok
orang miskin sebesar :

! o | JENIS BANTUAN I il ko -

i | HUKUM | Perkara/Wegiatan 2026 | E-:Inlull'lTl";:lahll.lm_._EﬂH
| 1| LITIGAS] Rp. 12.000.000 - |

el S =i L Rp. 14,700.000 -

I 2 J NON LITIGASI | Rp. 2.700.000.-

Dengan nncian ssoagaimana fenamipi.
Besaran anggaran Dantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi
TengahTahun Anggaran 2025

Rincian Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengacu pada ketentuan mengenal Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan
Non Litigasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran
Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.

Dalam hal anggaran bantuan hukum litigasi maupun non litigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah tersalizasi dan/atau tidak tersedia, maka PIHAK
KEDUA lstap wajib memberikan bantuan hukum kepads orang alsu kelompok
orang miskin secara mandin/probono



(1

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB VI
PENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pazal B
PIHAK KESATU berhak mengalhkan anggaran PIHAK KEDUA yang telah
dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi.
Pemaniauan San &valudsi sebagaimana aimansua pada ayat (1) dilakukan olah
FPanwaspus dan Panwasda, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7
Fengalinan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat
dilakukan antar jenis bantuan hukum yang sama (anggaran litigasi ke litigasi dan
angoaran non liigasi ke non itigasi)
Fengalihan anggaran tdak dapat dilakukan untuk tahapan perkara dan/atau

kegiatan yang telah terbayarkan dan/atau yang permochonannya telah terverifikasi
dalam Sidbankum.

Pgzal 8

Fengalinan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Fasal 6 ayat (1) dituangkan

lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan

(adoendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian

Felaksanaan Bantuan Hukurm ini,

Perfanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dapat dilakukan

pada Triwulan Il dan/atau Triwulan Il Tahun Anggaran 2025, yang pelaksansanya

dilakukan oleh BPHN selaku Panitia Pengawas Pusat dengan mempertimbangkan
persentase serapan anggaran bantuan hukum danfatau hasil pemantavan dan
evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) pada triwulan |1

scbagalmana ayat (2) dilalsanalian dangan kotentunn sohaaal kit

d) Perenjian Peisksanaan Bantuan Hukum Tambahan {addendum) dilakukan
apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 50% atau lebih dari anggaran yang
lersedia, dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran dari
Pemben Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pada triwulan 1l tidak
mencapai 50% dar anggaran yang tersedia;

o) Apabila PIHAK KEDUA serapan anggarannya ftidak mencapal 50% hingga
pade trwulan || sabagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialihkan paling
banyak 70% dari sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi
Bantuan Hukum yang telah tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang
telah menyerap 50% dari anggaran vyang ftersedia, dengan
memperimbangian kstersedioon anggaran, indsks narda Pambarl Bantuan
Hukum (iIKF) dalam e-monev, dan/atau hasil pemantauan dan evaiuasi.

Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) pada triwulan 111

sebagaimana ayal (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut

a} Penanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dilakukan
apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 100% atau lebih dan anggaran yang
tersedia, dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran dan
Pemben Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pada triwulan 1l tidak
mencapai B0% dari anggaran yang tersedia;

b} Apabila PIHAK KEDUA serapan anggarannya tidak mencapai 80% hingga



(3)

{6)

()

(2}

(1)

{2)

(3)

(4)

B
W=

(B}

pada triwulan Il sebagaimana dimaksud pada huruf a_ akan dialinkan seluruh
sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pember Bantuan Hukum yang
telah  menyerap 100% darl  anggaran vyang tersedia, dengan
mempartimbangkan ketersediaan anggaran, Indeks Kinerja Pember Bantuan
Hukum (IKP) dalam e-monev, dan hasil pemantauan dan evaluasi;
Selain pengalhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampal
dengan ayat (4), pihak KESATU dapat melakukan Perjanjian Pelaksanaan
oantual Hukum Tambahan (addendum) alas kebijakan Dadan Pembinaan Hukum
Masional (BPHN) seiaku Pantia Pengawas Pusat dan/atau kebijskan lain
pemenntah dengan tetap memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi.
Dalam hal setelah Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
(aadendum) dilakukan terjad ketidakaktifan atau kurang aktif dar PIHAK KEDUA
dalam pelaksanaan bantuan hukum, maka PIHAK KESATU dapat melakukan
pengalinan anggaran kembal dengan ketentuan yang diatur kermudian

Pasal 9

Dalam hal Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) tidak
ditandatangani oleh PIHAK KEDUA sampai batas waktu yang ditentukan, PIHAK
HESATU tetap dapat mongaihkan anggaran dimaksud tonps porsefujuan terichih
dahulu dan PIHAK KEDUA

Tidak ditandatanganinya Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
{addendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijadikan bahan
pemantauan dan evaluasi oleh PIHAK KESATU,

BAB VI
JANGKA WAKTU

Fasal 10
Penanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini mulai beraku sejak tanggal 02 Januari

=025 Con borakhir pada langgnd 09 Dasammdes I00E

FiHAk KEDUA dapat mengajukan permohonan permbayaran anggaran bantuan
hukum tahun anggaran 2025 kepada PIHAK KESATU sejak tanggal 02 Januari
2025 sampai dengan masa berlaku Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
berakhir.

Dalam hal batas wakiu Penanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA fidak dapat mengajukan
pembayaran pada tahun berikutnya

Pembayaran anggaran bantuan hukum nonlitigasi hanya dilakukan untuk kegiatan
yang dilaksanakan pada tahun beralan sesuai barlakunya Perjanjian Pelaksanaan
Bantuan Hukurn ini,

Pemboyaran anggaran bantuan hukum S8gosi hanya dilohukan untuk parkars
yang pendampingannya dilaksanakan pada fahun berjalan sesuai berlakunya
Pefanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.

Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi untuk perkara tahun anggaran 2024
yang beranjut ke tahun 2025, hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang
pendampingan layanan bantuan hukumnya barlanjul pada tahun anggaran 2025,

Fasal 11

Pendampingan perkara Litigasi atau pelaksanaan kegiatan Monlitigasi yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA antara tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan




tanggal 31 Desember 2025 tetap dapat dilakukan secara mandiri/probono tanpa
melalui APBM dan dilaporkan melalui fitur Bankum Mandiri dalam Sidbankum.

(1)
(2)

(3)
(4)

(=)

()

(7)

(1)

(2)

(1

2)

BAE Wil
PENCAIRAN ANGGARAN DAN PEMANTAUAN
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Fasal 12
PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum
kepada PIHAK KESATU berdasarkan persetujuan dari Ketua Panwasda.
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulul dengan pemeriksaan
kelayakan dokumen lagihan sesuai ketentuan sebagai dasar pembayaran atas
pemberian layanan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan (reimbursement)
Pengaiuan dan persetujuan dokumen sabagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(Z) dilakukan melalui aplikasi Sidbankum,
Fembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat secara
langsung (LS) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA sesuai dengan

retentuan dan mckanisme yang Sorlaku,

FIHAK KESATU wajib mengunggah Surat Penntah Pencairan Dana (SP2D) dalam
aplikasi Sidbankum setelah pambayaran anggaran bantuan hukum kapada PIHAK
KEDLUA

FIHAK KEDUA dilarang mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan
hukum kepada Pemerintah Daerah uniuk permohonan yang sudah diajukan
kapada PIHAK KESATU

Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (6) dapat dianggap sebagai
pelanggaran,

Fasal 13
Permohonan pencairan anggararn bantuan hukum dar PIHAK KEDUA yang sudah
dilakukan pembayaran oleh PIHAK KESATU diperhitungkan sebagai realisasi
anggaran,
Realisasi anggaran PIHAK KEDUA sebagai objek pemantauan dan evaluasi
FPIHAK KESATU sera menjadi dasar pertimbangan penetapan anggaran pada
tahun berkutnya.

BAB IX
SANKS!

Fasal 14

Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK
KESATL terdapat pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang ditakukan oleh
PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat merekomendasikan kepada
Panwaspus untuk memberkan sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
MNomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Pedoman
Kepale BPHN Nomor PHN-55.HN.04.03 mhun 2001 tontong Stendsr Loyanan
Bantuan Hukum.

Felanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang bersifat plidana diberkan sanksi
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2}

(1)

(2)
(3)

(4)

BAB X
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 15
PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas ketedambatan atau kegagalan dalam
memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini, baik langsung maupun
tidak langsung, dikarenakan oleh keadaan kahar (force majeure).

Kedaaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi keadaan di luar kendali
dan kemampuan PARA PIHAK berupa bencana alam, kebakaran yang tidak
dizsengaja, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan),
pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, dan terorisme,

Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh Force
Majeure maka Pihak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan
sacara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari setelah teradinya Force Majeure.

Karugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai

SRioEl Bnadinys Somé Majeure bukan merupahan langgung jawab DIHAK

KESATU, demikian pula sebaliknya.

BAB Xl
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Fasal 16
PARA PIHAK dalam Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini tunduk
sepenuhmya mengikuti peraturan perundang-undangan di indonasia
Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang fimbul dar atau
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
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dijadikan sebagai bahan evaiuasi pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Ferjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA
FIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang masing-
masing mampunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.
Biaya Meterai untuk penandatanganan Petanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum
dibebankan kepada PIHAK KEDUA,
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam Pesdanjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) sebagai satu kesatuan yang
lidak terpisahkan dari Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan
terkait bantuan hukum maka Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum inl secara

langsung mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan
tersebut.



DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat uniuk
menandatangani perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undanqan, peranjian ini dibuat dalam 2
{dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum
yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

HEF'.#-.LA KANTOR WILAYAH DIREKTUR/KETUA YAYASAN RUMAH
| _ RIAN HUKUM SULAWESI HUHUM T.&DULAHD
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